- PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 28 TAHUN 2011
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang :a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun

Mengingat

) I

2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Keschatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya
Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah, maka Pegawai Negeri Sipil yang
ditempatkan pada UPTD Puskesmas sebagai Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah
diberikan jasa pelayanan kesehatan dari Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan guna menghindari terjadinya
penerimaan tambahan  penghasilan ganda, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 28 Tahun 2011
tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
dan Prestasi Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal
8 Agustus 1950);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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13.

14.
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
4018) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4194);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republiik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan
Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama;,

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2008 Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 28 Tahun
2011 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan
Beban Kerja dan Prestasi Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 28),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2012
(Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 47), diadakan
perubahan sebagai berikut :

1.

Pasal 1 setelah angka 7 ditambahkan angka 8, angka 9 dan angka 10,
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

B S0

o

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Bupati adalah Bupati Bojonegoro.

Pejabat adalah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pejabat
Struktural.

Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan,
Kantor, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
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8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN
adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan
dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan
kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya
dibayar oleh pemerintah.

9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat
FKTP adalah fasilitas keschatan yang melakukan pelayanan
kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk
keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau
pelayanan kesehatan lainnya.

10. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar
dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar
tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan
yang diberikan.

Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada seluruh
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
kecuali Guru dan Pegawai Negeri yang ditempatkan sebagai
karyawan/karyawati Badan Layanan Umum Daerah serta Pegawai Negeri
Sipil yang ditempatkan sebagai karyawan/ karyawati pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah (Puskesmas).

Pasal I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 16 Juni 2014

BUPATI BOJONEGORO,
ttd.

H.SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 16 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014 NOMOR 28.

sesuai dengan aslinya
M _KABUPATEN BOJONEGORO




